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Sekretariat Badan Legislasi DPR RI 

 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 
LAPORAN SINGKAT 

RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DENGAN 
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,  

MENTERI SOSIAL, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI HUKUM DAN HAM 
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG 

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL 
 

TANGGAL 6 APRIL 2022 

Tahun Sidang : 2021-2022 
Masa Persidangan : IV 
Rapat Ke : 12 (dua belas) 
Jenis Rapat : Rapat Panja 
Sifat Rapat : Terbuka 
Hari/tanggal : Rabu. 6 April 2022 
W a k t u : Pukul 13.26 WIB s/d 15.30 WIB 
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi 
A c a r a  : 1 Laporan Panja kepada Badan Legislasi terkait 

Pembahasan Rancangan Undang-Undang 
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 

2 Pengambilan Keputusan Akhir Fraksi atas 
Rancangan Undang-Undang tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual. 

Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. 
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H. 
Hadir  : Anggota: 

- Fisik 25  Orang, Virtual 22 Orang, dan Ijin - Orang 
dari 9 Fraksi dari 80  Orang Anggota. 
 

Pemerintah : 
1. Menteri PPPA, beserta jajarannya; 
2. Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta 

jajarannya; 
3. Sekjen Kemensos, beserta jajarannya 
4. Sekjen Kemendagri, beserta jajaran; 
5. Staf Ahli Bidang Politik dan Hukum KemenpanRB, 

beserta jajarannya; 
6. Kepolisian Republik Indonesia;dan;dan 
7. Perwakilan Staf Presiden; 
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I. PENDAHULUAN. 
1 Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Laporan Panja  

kepada Panja atas Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual, dipimpin dan dibuka Ketua Baleg Dr. Supratman Andi 
Agtas, S.H., M.H. 

2 Rapat dibuka pada pukul 13.26 WIB, Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat, 
selanjutnya mempersilakan kepada Ketua Panja untuk menyampaikan Laporan 
atas pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual. 
 

II. KESIMPULAN. 

Rapat Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka pengambilan Keputusan 
Rancangan Undang atas Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak 
Pidana Kekerasan Seksual, menyetujui/menyepakati beberapa hal – hal sebagai 
berikut: 
1. Menerima laporan Ketua Panja Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang 

Tindak Pidana Kekerasan Seksual. 
3 8 (delapan) fraksi (F- PDI Perjuangan, F- Partai Golkar, F-Partai Gerindra, F-Partai 

NasDem, F-PKB, F-PD, F-PAN, dan F-PPP) menerima hasil kerja Panja atas 
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan 
Seksual, dan Fraksi PKS menolak dengan catatan pengesahan RUU tentang 
TPKS disahkan bersamaan dengan pengesahan RKUHP; 

2. Draf Rancangan Undang-Undang yang telah disempurnakan akan disampaikan 
kepada Pimpinan DPR untuk dapat dijadwalkan dalam Rapat Paripurna  dan 
selanjutnya untuk dapat dimintakan persetujuan sesuai dengan Peraturan 
Perundang-Undangan yang berlaku. 

 

III. PENUTUP. 

Rapat Panja Badan Legislasi dengan Pemerintah dalam rangka Laporan Panja  

kepada Panja atas Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana 

Kekerasan Seksual ditutup pukul 15.30 WIB. 

 
 

Jakarta, 6 April  2022 
AN. KETUA RAPAT/ 

SEKRETARIS 
 

TTD 

WIDIHARTO, S.H., M.H. 
NIP. 19670127 199803 1 001 

 


